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BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 04 TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI TANA TORAJA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

BahwauntukmelaksanakanPeraturan Daerah KabupatenTanaTorajaNomor 10

Tahun 2008, tentangPembentukanOrganisasidanPerangkat Daerah
KabupatenTanaToraja;
Bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamhuruf a,

perluMenetapkanPeraturanBupatiTanaTorajatentangUraianTugasdanFungsiStafA

hliBupatiTanaToraja;

. Undang — Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah-daerah

Tingkat Il di Sulawesi;

Undang-Undang  Nomor 08  Tahun 1974  tentang  Pokok-
pokokKepegawaiansebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndanNomor 43
Tahun 1939 tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor 08 Tahun 1974
tentangPokok-PokokKepegawaian;
Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 5587

PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007
tentangPembagianUrusanPemerintahantarPemerintah, ~ Pemerintah ~ Daerah
Provinsi, danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
PeraturanMenteriDalamNegeriNomor o7 Tahun 2007

tentangPetunjukTeknisPenataanOrganisasiPerangkat Daerah;

6.Peraturan Daerah KabupatenTanaTorajaNomor 10 Tahun 2008

tentangPembentukanOrganisasidan Tata KerjaPerangkat Daerah

KabupatenTanaToraja;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI
BUPATI TANA TORAJA.
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanBupatiini yang dimaksuddengan :

1. Daerah adalahKabupatenTanaToraja

Pemerintah Daerah adalahBupatidanPerangkat Daerah sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintah Daerah
BupatiadalahKepala Daerah KabupatenTanaToraja

Sekertaris Daerah adalahSekretaris Daerah KabupatenTanaToraja

a B~ LM

StafAhliadalahPembantuBupati yang diangkatdari PNS dandikoordinasikansecara administrative
olehSekertaris Daerah

6. Perangkat Daerah adalahunsurPembantuBupatidalamrangkapenyelenggaraanPemerintah Daerah yang
terdiridariSekretariat Daerah, SekretariatDewanPerwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah,

LembagaTeknis Daerah, Kecamatan, RumahSakitUmum Daerah TanaToraja.

BABII
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) StafAhliBupatiberkedudukansebagaipembantuBupati yang
melaksanakantugasdanfungsisesuaidenganbidangkeahliannya, di luartugasdanfungsiperangkatdaerah
(2) StafAhliBupatidalampelaksanaantugasnyasecaraadminitratifdikoordinasikanolehSekretaris Daerah

(3) StafAhliBupatidalampelaksanaantugasnyasecara administrative dikoordinasikanolehSekretaris Daerah

Pasal 3

StafAhliBupatiterdiridari :

a. StafAhliBupatiBidangHukumdanPolitik;

b. StafAhliBupatiBidangPemerintahan;

c. StafAnliBupatiBidang Pembangunan;

d. StafAhliBupatiBidangKkemasyarakatandanSumberDayaManusia; dan
e. StafAhliBupatiBidangEkonomidanKeuangan.

Pasal 4



(1). StafAhliBupatiBidangHukumdanPolitiksebagaimanadimaksuddalamPasal 3 huruf a
bertugasMembantuBupatidalamhalPemerintahan Daerah di BidangHukumdanPolitik.

(2). StafAhliBupatiBidangPemerintahansebagimanadimaksuddalamPasal 3 huruf b
bertugasMembantuBupatidalamhalPemerintahan Daerah di BidangPemerintahan.

(3). StafAhliBupatiBidang PembangunansebagaimanadimaksuddalamPasal 3 huruf ¢
bertugasMembantuBupatidalamhalPemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan.

(4). StafAhliBupatiBidangKemasyarakatandanSumberDayaManusiasebagaimanadimaksuddalamPasal 3
huruf d bertugasMembantuBupatidalamhalPemerintahan Daerah di
BidangKemasyarakatandanSumberDayaManusia

(5).  StafAhliBupatiBidangEkonomidanKeuangansebagaimanadimaksuddalamPasal 3 huruf e

bertugasMembantuBupatidalamhalPemerintahan Daerah di BidangEkonomidanKeuangan.

Pasal 5

UntukmenyelenggarakantugassebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (1),
StafAhliBupatibidangHukumdanPolitikmempunyaifungsi :
a. MembuatAnalisakebijakanPemerintah Daerah di bidangHukumdanPolitik; dan
b. MembuatTela’ahsebagaibahanpertimbanganpenganbilankebijakanPemerintah Daerah di
bidangHukumdanPolitik;
c. MembuatRekomendasisebagaibahanPengambilanKebijakanPemerintah Daerah di
bidangHukumdanPolitik;

d. Pelaksanaantugaslain yang diberikanolehBupati.

Pasal 6

UntukmenyelenggarakantugassebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (2),
StafAhliBupatibidangPemerintahanmempunyaifungsi :
a. MembuatAnalisakebijakanPemerintah Daerah di bidangPemerintahan;
b. MembuatTela’ahsebagaibahanPertimbanganPengambilanKebijakanPemerintah Daerah di
bidangPemerintahan
c. MembuatRekomendasisebagaibahanPengambilanKebijakanPemerintah Daerah di
bidangPemerintahan;

d. Pelaksanaantugaslain yang diberikanolehBupati.

Pasal 7



UntukmenyelenggarakantugassebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (3), StafAhliBupatibidang
Pembangunan mempunyaifungsi :
a. MembuatAnalisakebijakanPemerintah Daerah di bidang Pembangunan;
b. MembuatTela’ahsebagaibahanPertimbanganPengambilanKebijakanPemerintah Daerah di
bidangPembangunan; dan
c. MembuatRekomendasisebagaibahanPengambilanKebijakanPemerintah Daerah di
bidangPembangunan;

d. Pelaksanaantugaslain yang diberikanolehBupati.

Pasal 8

UntukmenyelenggarakantugassebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (4),
StafAhliBupatibidangKemasyarakatandanSumberDayaManusiamempunyaifungsi :
a. MembuatAnalisakebijakanPemerintah Daerah di bidangKemasyarakatandanSumberDayaManusia;
b. MembuatTela’ahsebagaibahanPertimbanganPengambilanKebijakanPemerintah Daerah di
bidangKemasyarakatandanSumberDayaManusia; dan
c. MembuatRekomendasisebagaibahanPengambilanKebijakanPemerintah Daerah di
bidangKemasyarakatandanSumberDayaManusia;

d. Pelaksanaantugaslain yang diberikanolehBupati.

Pasal 9

UntukmenyelenggarakantugassebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (5),
StafAhliBupatibidangEkonomidanKeuanganmempunyaifungsi :
a. MembuatAnalisakebijakanPemerintah Daerah di bidangEkonomidanKeuangan;
b. MembuatTela’ahsebagaibahanPertimbanganPengambilanKebijakanPemerintah Daerah di
bidangEkonomidanKeuangan; dan
c. MembuatRekomendasisebagaibahanPengambilanKebijakanPemerintah Daerah di
bidangEkonomidanKeuangan;

d. Pelaksanaantugaslain yang diberikanolehBupati.

BAB Il
TATA KERJA



Pasal 10
(1). DalamMelaksanakantugasnyaStafAhliBupatimenerapkanprinsipKoordinasi , Integrasi,
Simplikasi, danSinkronisasidenganPerangkat Daerah sesuaidenganbidangtugasnyamasing-masing.

(2). StafAhliBupatiWajibmenyampaikanlaporanpelaksanaantugasnyakepadaBupatimelalui

Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundanganPeraturan

BupatiinidenganpenempatannyadalamBerita Daerah KabupatenTanaToraja.

Ditetapkan diMakale
Pada tanggal 3 Februari 2016
BUPATI TANA TORAJA

Ttd.
Drs. H. JUFRI RAHMANM.Si.
Diundangkan di Makale

Pada tanggal 3 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

Ttd.

ENOS KAROMA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN :
NOMOR



